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Dua Tahun Kinerja DPR, antara Kuantitas dan Kualitas

Machradin Wahyudi
Ritonga

enjeling dua Lahun
M M N anggnta

DFR peride
W24-2029 spderet un-
dang-unang {elsh dibsilkan.
Sebagian diapresiasi, fetapi
masih wla vang diseral publik
Babikan, sejummlah mdang-un-
dang berujung pady gugatan di
Mahkamah Knnq i Tankas,

Lasilkan 16 undimg-undang
(UL). Jumlah ini sama dengan
produli hegislasi yang dihasil
kan DPR setshun sehelumny.
Lrengan demnikian, dolam dua
tahum i, DI'R telah meng-
hasilkin 2 LU

Jumlah tersebut herad di
alas capaian PR poriode

2024 parda dua tahun

Fad 2020, DPR
pcahiban 13 111,
telapi dua i antacanya me
rupakan ey over dart TR
periode 2004 2000, Degity pula
rada 2021, DPR bersama pe-
merinth berhasil membentuk
1311

Thwal capasan legislast DR
periare 2124-20020 yang elatif
lebih baik itw pun diakui oleh
peneliti Tndenesian Parlianien-
tary Center {1PC), -
putro. Namun, kuants
Lasi saja Lidakloh cukup, %
hal vang lebih penting
partisips brmakna d.m i
sukan publik va

dipummh:mﬁuu{
"lari ~iai leg

apa
i, hagi 1T, ukur-
it kLIi.lm.wLLIn ini fidk cu
leup herhenti pada ji

vang distlikan
bih penting, [ruses
pembentukannya terbuka?
Apakeah mas rakt benar-be-
vt didengar, masibion publik

dipertimbanghen?™
Jakirta, Sl ¢
Menurut A
an perlanyn lers
uls«nmn banyaknya U1
¥ ujt ke Mahkimah Kon
atitusi (MK, Banyaknya gugat-
an ke MK menunjuklan ku.
a partisipasi bermakng
d\l.lmpcn\usu.n m UL
Menjuk pad catatan DPR,

[rengujian i ,ng-mdwg -
panjang 2025-2026. Dard jum-
T tevsebut, 32 di dntarnga
dikabulkan sebagian, 185 tidak
dopsat diterima, 80 ditarik
kembali, 12 gugur, dan 1 per-
Kata dinatakan MK tidak ber
wenang untuk memutuskan
]l\.l'kr.lhl lersebul.

|um lah U1 kem-

ujian dl ‘\T]\ terma-
stk pengujian formil yang
mempersoallan kel muwn
dan partisipasi publik, DPL se
harusnya melilvatmya bukan
setmalat tala sebagad persoulan
hukum dil ME. Ini acalah fieg-
Emi Lr]LLdapku.ﬂ § prises
if.

k1|1lmn lllﬂ pein yang hiarms
dipenuhi dolam partisipast
Juhlik yang hermakma. Hal it
mencakup hak untuk didengar
(right fa e heard), hak untuk
dipertimbangkan (right to be
congiderad), dan hat umtak di-
Jeliskan (right fo e expliained)
“hrtinys, masvarakat bukn
Tamya diber kesempatan ber
hicars, melainkan harus me-
n,ﬂ.du]l hagaliman ma
rtimbanghiin dal:
pmwah!v-lm lulmmn

Stempel pemerintah

Kritik jugs menyssar fungsi
anggaran [, Anf menilai,
publik helum melibat per-
ihathan signiifikan vang berlra
sil diperjuangkan DPR terha-
dap rancangin anggarn e-
merintah. “[ni vang menurut
s penting hagh PR untuk

Rapat paripumna DPR di Gedung Nusantara 11, Jakarta, Selasa (22:9.2026). PR menyetujui
pengesahan KUY Femgaturan Heforma Agraria musjidi undang undang

perhn membuat jejak perubiah-
an yang bisa dilthad publie”
.

Menurul Anif mekanisme
o tidak terliliat inf mem-
uat publlk sullt melhat ki
nera DPR dalam menjalankan
fungst angaran. selain seladar
Ve Faneangn angg-
an yang disodorkan pemerin-
Lih. Dukungan program seha-
rusmyn Gk sertamerta
membuat [PR menjadi tidak
kritls.

Secara kelembagaan, DPR
perlu menunjukkan proses
pengirjian dan kareksi vany
Tl gebelum dukungm Lll
irfak, publik
menilal DEL v
menjadi "stempel” pemerintsh
kareia pringp pengneasatt
dlan keseimbangan ichech and
Batrers) Hickak ditegaklan,

“Huang-ruang perdebatan
kritis mengena rasionalitas

A—
Kritik tidak

semestinga dipandang ;.

sebagal jarak antara
mkyat dan DPR

" Mahaarl

tivitas wlang, hing
i kieberpihaken angdaran ter-
Tadap masvarakat kelas ewah
sering kali tenggelam oleh
pragmatisme hesepakatan oi
te. hrwwmn eliat (e
antara chsckutil dan

.‘\'

i e semu vang tran
saksional,” tutur Arif.

Feneliti Forum Masvarakat
Pecluli Parlemen [ndonesia
(Formappi), Lucius Kaus, juga
‘menilal dukungan politik pada
presmeriintal tapa ackanga kri-

tik memhuat TR hanyn men-
Judd pembert stempel kepads
kehijakan anggaran negara,
ang bt DIPR un
bk ienperiAngkan aggan
bt kepentingan publik ks
tidak tersodia.
“Secars politik parpol {par-
i poliffk} yang wenammgt me-
rika sudsh menjadi bagian da-
1i pemerintih dan bertang-
gung javeal afas apa vang di
rencanakan pemerintah. Suara
Kritis untuk menyelumatkan
kepentingan daerzh, m j
kiin program prioris
kan tanpa pembornsan, semuz
il tak pernah sangal meng
gemi i msang pembahasan
nggirn,” ujarnya

Dari total delapan prarpol
yang merniliki kuesi di DPR.
tujutt di antaranys menjac bs-
i dhar kaalisi parpol pen-
dukung pemerintahan Prabo-
wn !-'nhimm Hanya Partai De-

mikrasi [ndonesia Perjuangan
(DL E vang memutuskan
berada dff luar pemerintahan
Frabuwo dan tak bergabung

dalam knalisi tersebut,

Ruang kritk
Selain iy, amut Lucius,
Juthlik juga menyamt lenish-

nvat funysl pengawasan dart
[PR, Koalisi parpel yang ada
menstup ruang munculnys
fik terhadap kehijakam pe-
merintah. " Bidang pe
i waniul seca politi
las1 kuasa pemerintah dan
[PR sudah tanga sermangat
cheek ama hlinees,” katanya.
Koneisi ftu juga metambah
hie proses ey Tslast, Sejumlah
LU i Terfutup dan
mengiahaikan partisipast ber-
itk dan berujung pieki ket
fik publik serta gugatan di ME.
“Fembahasan kilal Limpak by
buan proses yang alan, melsin-
K sulwials ehrateg] mu
m‘\llr..m ]:vmmmn

optimal nwmm]
publik adabih revist
Rancangan Kitah 11 Hd'mgun
danyg Hukuem Avara Pidana
(RELHAR), dan revisi 117 Pal-
i

Jumlah qugatan yang masuk
k(' ME, kata Lucivg, membuk-
lak optimalnys pelibul-
ik dilam membiabis
U yang dirumuskan di DER.
Bahn, pas d:uwgul pmd.lng
an yang
rapl pemty
berujung kw]min er
hingea hanya teclial sebgal
formalitas.

"Semakin DFR mengabai
bn masuken publik dalam
proses pernbalasan, juimlih
pengujian mater UL ke ME
akan senakin tingg, Ini mem-
buktiksn bahwa ruang publik
ik bt serta melakakan

pembatsan U1 memiang di-
Dattast atau ditutiup schingga

keleluazaam publik hans mun-
cul setelah BUU diurdang
ban,” kata Luedus

Menghadirkan manfaat

Eelus DPH Puan Maharani
menyadiri kinierja IR tidak
hmu dinilai dari kuantitas
Perumcing-micangan, Dia me-
neggskan, ukuran keberhasilin
ah saat prouk fi-

Uihasilkan mengha-
at hag rakyat,

“Kinerja PR sehagad wakil
takyat pad alkhing tidalk ha
nya ditentukan oleh seberspa
Daryak yang dikerjakan, tetapi
sebwrapa berarti hasil kerj
DPH R ot kehidupan rak
yab” kats Puan dalam Rapal
Puripurna Khusus dilam
Hangka HUT Ke-81 DI'R, 1
Seplember 2026,

Menurut Puan, DR masih
perlu berbenah dan mening
kathan kualitas pelaksanaan
[ungst legislas, anggaran.
pengawasan, serta diplomasi
parlemen. Oleh karena itu,
TP ferbuka atas masukan
an hritik dari berbaga ks
lamgan masyarakat

“Kritik tidhik semestinga di-
panctang sebaga jarak wmm
rukyat dlan DPR. detapt sebugal
hagian dari hubungan dern-
kratis yang mejura DPR etap
dikat dengan aspivasi dan e-
nyataan hidup rkyat, Kami
itk menjalikan setiap kritlk
dan masikan scagai pendo
ntuk memperhaiki diri
i bertransformasd unituk
memenhi harapan rakyat”
puparya,

ichijakan ying dmmbﬂ dun
muanfzat yang dapat dirasskan
fakyat, "Cita-cita demokrasi
alalah mevujudkan pemerin-
falian negara dari rakyat, ol
rakva, din untuk rik
Puan,
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